
1 

 

 
Jdih.karimunkab.go.id 

 

 
 

 
 

BUPATI KARIMUN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN 
NOMOR  7  TAHUN 2018 

  

TENTANG 
 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN 
TAHUN ANGGARAN 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KARIMUN 
 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah  terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor  13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 
 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  

Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2019. 
 
 

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan 
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga 

Atas Undang–Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan 
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4880); 

 
 

 

 

 

http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/1999uu053.pdf
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  2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  4286); 
 

  3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  4355); 
 

  4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  4400); 

 
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 
  6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 
 

  7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

  8. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
 

  9. 
 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 
 

 
 

 

http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2003uu017.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2004uu001.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2004uu015.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2004uu025.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2004uu033.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2014uu023.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2009uu028.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2005pp024.pdf
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  10. Peraturan Pemerintah  Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia   Nomor  4028); 
 

  11. 
 

 
 

Peraturan Pemerintah  Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor  41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia   Nomor  4090); 
 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4475); 
 

  13. 
 
 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 
 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia   Nomor  4577); 
 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor  140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, TambahanLembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 
 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

 
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119); 

 
 

 

http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2000pp109.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2001pp020.pdf
http://jdihn.id/public/search/all-categories/detail/5252
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2005pp056.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2005pp057.pdf
http://jdihn.id/public/search/all-categories/detail/5274
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2005pp065.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2006pp008.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2010pp069.pdf
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  19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor  106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia   Nomor  6057); 
 

  20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017Nomor136); 

 
  21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 
 

  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah  terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor  13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

 
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 

Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; 
 

  24. 

 
 

 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor  1067); 

 
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701); 

 
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 
Nomor 19); 

 
 
 

http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2017pp018.pdf
http://jdihn.id/public/search/all-categories/detail/8024
http://jdihn.id/public/search/all-categories/detail/8080
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  27. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 

2015 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 
Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Karimun Tahun 2015 Nomor 6); 
 

  28. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 3); 

 
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Karimun Nomor 3); 
 

  30. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 
2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 
2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Karimun Nomor 2); 
 

  31. 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten 
Karimun Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten KarimunNomor 3); 

 
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karimun Nomor 4). 
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Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN 

DAN 
BUPATI KARIMUN 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 
2019 

 

 
Pasal 1 

 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 

terdiri dari: 
 
1. Pendapatan : Rp 1.372.342.539.447,00 

2. Belanja : Rp 1.556.565.615.353,00 

 Surplus / Defisit : Rp (184.223.075.906,00) 

     

3. Pembiayaan    

 a. Penerimaan Pembiayaan : Rp 184.223.075.906,00 

 b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp 0,00 

 PembiayaanNetto 

 

: Rp 184.223.075.906,00 

 Sisa lebih Pembiayaan 

Anggaran Tahun Berkenaan : Rp 184.223.075.906,00 

 

 
Pasal 2 

 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 
terdiri dari: 

 
a. Pendapatan Asli Daerah : Rp 350.393.539.861,00 

b. Dana Perimbangan : Rp 858.432.801.400,00 

c. Lain-lain Pendapatan 
Daerah Yang Sah : Rp 163.516.198.186,00 
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(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a terdiri dari jenis pendapatan : 
 

a. Pendapatan Pajak Daerah : Rp 280.940.000.000,00 

b. Hasil Retribusi Daerah : Rp 6.695.382.000,00 

c. Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan : Rp 5.200.000.000,00 

d. Lain-lain Pendapatan 
Asli Daerah yang Sah : Rp 57.558.157.861,00 

 
 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b terdiri dari jenis Pendapatan 
 

a. Bagi Hasil Pajak dan 
Sumber Daya Alam : Rp 199.304.616.400,00 

b. Dana Alokasi Umum : Rp 436.776.425.000,00 

c. Dana Alokasi Khusus : Rp 222.351.760.000,00 

 
 

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana 
dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Pasal 3 

 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri 
dari :  

 
a. Belanja Tidak Langsung : Rp 565.790.599.444,00 

b. Belanja Langsung : Rp 990.775.015.909,00 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

a. 

 

Pendapatan Hibah 

Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS) : Rp 29.339.600.000,00 

b. Dana Bagi Hasil Pajak 

dari Provinsi dan 
Pemerintah Daerah 

Lainnya : Rp 61.884.455.186,00 

c. Pendapatan Lainnya : Rp 72.292.143.000,00 
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(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a terdiri dari jenis belanja   
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b terdiri dari jenis belanja 

 
a. Belanja Pegawai : Rp 182.190.093.000,00 

b. Belanja Barang dan Jasa : Rp 463.158.768.397,00 

c. Belanja Modal : Rp 345.426.154.512,00 

 

 
Pasal 4 

 
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 

terdiri dari : 
 

 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri dari jenis Pembiayaan 

 

 
 

 
 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
terdiridarijenis Pembiayaan 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

a. Belanja Pegawai : Rp 443.799.083.544,00 

b. Belanja Hibah : Rp 18.619.400.000,00 

c. Belanja Bantuan Sosial : Rp 281.000.000,00 

d. Belanja Bantuan 
Keuangan Kepada 

Pemerintah Desa dan 
Partai Politik : Rp 102.091.115.900,00 

e. Belanja Tidak Terduga : Rp 1.000.000.000,00 

a. Penerimaan Pembiayaan : Rp 184.223.075.906,00 

b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp 0,00 

a. SiLPA Tahun Anggaran 
sebelumnya : Rp 184.223.075.906,00 

a. Penyertaan Modal 
(Investasi) Pemerintah 

Daerah : Rp 0,00 
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Pasal 5 

 
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini terdiri dari : 

 
1. 

 
2. 

 
 
 

3. 
 

 
 

4. 
 
 

5. 
 

 
 

6. 
 
7. 

8. 
 

9. 
 

10. 
 
11. 

 
 

 
12. 

13. 
 

Lampiran 

 
Lampiran 

 
 
 

Lampiran 
 

 
 

Lampiran 
 
 

Lampiran 
 

 
 

Lampiran 
 
Lampiran 

Lampiran 
 

Lampiran 
 

Lampiran 
 
Lampiran 

 
 

 
Lampiran 

Lampiran 

I 

 
II 

 
 
 

III 
 

 
 

IV 
 
 

V 
 

 
 

VI 
 
VII 

VIII 
 

IX 
 

X 
 
XI 

 
 

 
XII 

XIII 

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah; 
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Organisasi 
SKPD; 

Rincian Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program dan Kegiatan; 

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk 
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah; 

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per 
Golongan dan Perjabatan; 
Daftar Piutang Daerah; 

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) 
Daerah; 

Daftar Perkiraan Penambahan dan 
Pengurangan Aset Tetap Daerah; 

Daftar Perkiraan Penambahan dan 
Pengurangan Aset Lain-Lain; 
Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun 

Anggaran sebelumnya yang belum 
diselesaikan dan dianggarkan kembali 

dalam tahun anggaran ini; 
Daftar Dana Cadangan Daerah; 

Daftar Pinjaman Daerah. 

 

 
Pasal 6 

 
Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional 
pelaksanaan. 
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Pasal 7 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun. 
 

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun 
Pada tanggal    30    November 2018 

 
BUPATI KARIMUN 
 

 
 

 
AUNUR RAFIQ 

 
 
 

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun 
Pada tanggal     28      Desember 2018  

   
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN 

 
 
 

 
MUHD. FIRMANSYAH 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 7 
 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU : ( 7 ,43 /2018)  

  


